BUPATI B()M]BA NA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR: © TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa objek Retribusi Terminal yang dipungut berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah dalam
perkembangannya mengalami perluasan objek -retribusi
sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4339); |

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
danAngkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Peundang-undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
5234 );

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten
Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun
2011 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan
BUPATI BOMBANA



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOMBANA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA DAERAH. '

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab III Retribusi Terminal Bagian Kesatu Pasal 3 dan Pasal 5,
diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 dan Pasal 5 berbunyi :

. Pasal 3

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut pembayaran atas pelayanan
penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umilm,
tempat Kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5 ,_
Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/
menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan
penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya
dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah |

2. Ketentuan Bab III Retribusi Terminal Bagian Ketiga Pasal 7, diubah
sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi :

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Keuntungan yang diperoleh dengan memperhitungkan biaya
penyelenggaraan pelayanan terminal secara efisien serta

berorientasi pada harga pasar.

.,



Ketentuan Bab III Retribusi Terminal Bagian Ketiga Pasal 8, diubah
sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi :

Pasal 8
(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
No. | Jenis Pelayanan Jenis Kendaraan Besa:('xl;;a,'l‘arif
1. Kendaraan Umum | Angkutan Dalam Daerah
- Mini Bus Rp. 3.000 sekali
masuk
- Bus Sedang Rp. 5.000 sekali
- Bus Besar masuk
Rp. 7.000 sckali
masuk
Angkutan Antar Kota
Dalam Propinsi
- Mini Bus Rp. 3.000 sekali
masuk
- Bus Sedang Rp. 5.000 sekali
- Bus Besar masuk
Rp. 10.000
sekali masuk
Angkutan Antar Kota
Antar Propinsi
- Mini Bus Rp. 10.000
sekali masuk
- Bus Sedang Rp. 15.000
sekali masuk
- Bus Besar Rp. 20.000
sekali masuk
2. Kendaraan Pribadi | - Kendaraan Roda 2 Rp. 2.000 sekali
masuk
- Kendaraan Roda 3 Rp. 2.500 sekali "
masuk
- Kendaraan Roda 4 Rp. 3.000 sekali
masuk
3. Pemakaian - Ruko Rp. 100.000 /
gas;i;litas Tempat - Kios / Loket Bulan
saha Rp. 50.000 /
Bulan
4, Fasilitas Lain - Mandi Rp. 5.000 sekali
masuk
- Bua_ng Air Rp. 2.000 sekali
masuk
- Parkir Inap pada Rp. 20.000
malam harn




| 9 Menimbang :

BUPATI BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum sebagai bagian dari Retribusi Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah; '

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana tentang Retribusi Pelayanan Parku' di
Tepi Jalan Umum.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka
Utara dan Kabupaten Wakatobi di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4339);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 );

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S025 );

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
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10.

11.
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13.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Peundang-undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang

Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3529 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang

Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3530 });

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsti dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota { Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 ),

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten Bombana ( Lembaran Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6 };

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun
2011 Nomor 17 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

Menetapkan :

dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
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18.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Bombana.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah selanjutnya disingkat DPRD,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.

Bupati adalah Bupati Bombana.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik {BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, pesekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk Usaha
tetap.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat
dan ditinggalkan pengemudinya.

Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir
ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Tempat Parkir Insidentil adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak
permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas
kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa
rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan
bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SSRD, adalah
bukti pcmbayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
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menggukan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah
surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang,

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lLebih Bayar selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan
Pembayaran Retribusi Karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada
Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan lainnya untuk
mengujt kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksankan ketentuan peraturan
perundangan-undangan retribusi daerah Kabupaten Bombana.

23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik wuntuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bombana.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 2

K1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi
jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang
lalu lintas jalan raya.

[3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan,
menikmati dan mendapatkan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum.

(4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai
Retribusi Jasa Umum.

BAB 111
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 3

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum dihitung
berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan jasa pelayanan
parkir.




K1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

(1)
@)
(3)

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI
Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan
tersebut.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan
jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BABV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 5

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan
berdasarkan Jenis Pelayanan parkir yang diberikan.

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebagai berikut :

No Jenis Kendaraan Tarif Retribusi Keterangan
1. | Truck dengan Rp. 10.000/sekali | Perkendaraan
gandengan/trailer/container | parkir
2. | Bus/truck tanpa Rp. 5.000/sekali | Perkendaraan
gandengan/mobil box parkir
3. | Sedan, jeep, minibus, pick up | Rp. 2.000/sekali Perkendaraan
dan sejenisnya parkir
4. | Kendaraan bermotor roda 2 Rp. 1.000/sekali | Perkendaraan
dan 3 parkir

Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan atau zona tempat
parkir jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh
Bupati.

Pasal 6

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali;

Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.




BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

etribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut dalam wilayah
bupaten Bombana.

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN KEBERATAN
Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran Retribusi
Pasal 8
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2} Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(4) Bentuk, isi serta cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Bombana.

(5) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana.

Bagian Kedna
Tempat Pembayaran Retribusi

Pasal 9

(1) Pembuyaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Wajib Retribusi harus melunasi sekaligus pembayaran retribusi yang
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRIDD atau
STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3! Apabilz Pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil
penevirnaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24
Jam «:au dalam waktu lain yang ditentukan oleh Bupati.

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi
diafur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.




(1)

(2)

(1)

(5)

Pasal 10

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran
Pasal 11

Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi
untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan
diken:ztan bunga scbesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

Pembavaran secara angsuran dan/atau pcnundaan pembayaran dapat
diberikan dengan mclihat kemampuan Wajib Retribusi.

2) Tats wara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi

diatu: ebih lanjut dengan Peraturan Bupafi.

Bagian Kcempeat
Keberatan
Pasal 12

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yung dipersamakan.

' Keboerqatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indongesia dengan dlsertal

alasan -alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tauggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wa)ib retribusi dapat
menunjukkan bahwa jangka wakiu itu tidak dapat dipenuhi karena
Lecadan di luar kekuasaannya.

1 Kesdoon di luar kekuasaannya scbagaimana dimaksud pada ayat (3)

adalsh suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib
Retribusi.

Per.gojuan keberatan tidak menuuda kewajiban membeyor retribust dan
pelak=anaan penagihan retribusi.

Pasal 13

} Bup:iti dalam jangka waktu paling lama € (enam} bulan sejak tanggal Sumt

Keberatan diterima  harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajuian dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

21 Kepuiasan Bupali atas keberatan dapat berupa menerima scluruhnya atau

sebacian, menolak, atau menambah besurnya Retribust yang fcrutang,.

Apdluia jangka waktu sebapaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat
dml ypati tidak memberi suatu keputussn, keberatan yeng diajukan
e 3 -at dianggap dikabulkan.




BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kaurang dibayar dan
ditagih dengan STRD.

BAR IX
PENAGIHAN
Pasal 15

(1} Penagihan Retribusi terutang secbagaimana dimaksud dalam Pasal 14
didah::lui dengan Surat Teguran.

(2! Surat ieguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan segera
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran oleh Pejabat yang

‘ ditunjuk.

BAB X
PENGENMBALIAT KELEBIHAN PEMBAVARAN
Pasal 16

(1) Atas kclebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengerbalian kepada Bupati.

71 Bupa: dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
perinuhionan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayal (2) telah
dilan . aul dan Bupati Udak memberikan suatu keputusan, permohonan
pen:ycthalian Retribusi  diauggap  dikabulkan dan BSKRDLB harus
o ditertsi kan dalam jangka wukiu paling lama 1 {satu) bulan.

(4) Apabiin Wajib Retribusi mempunyai utang Reinbus: lainnva, kelebithan
pemtiyaran Retribusi scbagaiman:s dimaksud padi: ayet (2} langsung
diper ! ilungkan untuk melunasi terebih dahulu utang Retribusi terscbut.

{  Peng abalisn kelebiban pembayaran Retribusi schagaimana  dimaksud
pada nyat {2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 {(dua} bulan
seick iiterbithannya SKRDLE.

(5} Jika pengembalian kclebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewsr ! {dua) bulan, Bupad memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
pessc-) sebnlan atas keterlambatan perabayaran kclebiliain pembayaran
Reiriinsi.

(7} Tata .ara pengembalian kelebihan pembayuran Retribust schagalmana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Pcraturan Bupati.




(1}

(2)

(2}

BAB X1
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 17

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampoui waktu 3 (tiga) tahun terbitung secjak saat terutangnya
Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribust.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertenpgguh jika: .

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b.ada pengakuan utang Rectribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

hurut =, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat

Teguiran tersebut.

Pengeuan utang Retribusi sccara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi dan belurn miclunasinya  kepada
Pemesiatah Daerah.

5 Pengsizaan utang Retribusi secara tidak langsung sebagainana dimaksud

pada ayat (2} huruf b dapat diketahui dari pengajuan permnhonan
angst:ran atan penundaan perbayaran dan permolenan keberatan olch
Wajib Retribusi.

Pasal 18

. Piwaog Retribusi yang tidok mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapashan.

't Bupzait mcnetapkan Keputusan Penghapusaa Plutang Retribust daerah

yang s1udah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud puda ayat (2j.

% Tat - sra penghapusan piutang Reiribusi yang sudah kedaluwarsa diatur

deng:an Peraturan Bupati.

BAB X1}
PEMERIESAAN
Pasal 19

.: Bupw berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban Retribusi dulam rangka meleksanakan peraturan
peruiclang-undangan perpajakan dacrah dan Retribusi.
Waijil> Retribusi yang diperiksa wajib:

a. romperlibatkan dan/atau meminjamkan buka atsa catatan, dokumen
ynig menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
cinek Retribusi yang (crutang; o

b. moemberikan kesempatan untuk memasuki tempat ataun ruangan yang
¢dianggap perlu  dan  memberikan bantuan  guna  kelancaran
- neriksaan; dan/atau

¢. memberikan keterangan yang diperlukan.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB X1l
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 20

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

i Pemberian insentif scbagaimana dimaksud pada ayat (1)} ditetapkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanluaatan insentil scbugaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Pcraturan Bupati dengan berpedoman pada
keteniuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X1V
PENYIDIHAN
Pasal 21

Pejabat Pegawai Negeri Sipil terientu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk mclakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

" Peny ik scbagaimana dimaksuad pada ayat (1) adalab pejabat pegawai

nege:: sipil terlentu di lingkungan Pemerintab Dacral: yang diangkat oleh
pejabnt yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
unde - gan,

;i Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- nerita, meneari, mengumpilkan, dan menelitt keterangan atau
oran boerkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar
-rerangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

.

i
L

b. reneliti, mencari, dan mengumpulkan keierangan ipengenai orang
prbadi atau Badan tentang kebenaran perbusian yang dilakukan
s~mbunean dengan tindak pidana Retribust Dacrah;
i aninta keleragan dan bahan bukd dard crang pribadi atau Badan
s ‘iubungan dengan tindak pidana di bidanyg Reinibusi Dacrah;

d. memeriksa buku. catatan, dan dokurnen lain berkenasa dengan tindak
pidana dibidang Reiribusi Dacreh;

e. melakukan penggeledahan  uniuk  mendapatkan  bahan  bukti
petmbukuan,  pencatatan, dan  dekumen  lain,  serta melakukan
» - uyitaun terhadap baban bukti teracbut; :

. eminin bantuan tenaga ahll dalam rangka pelaksanaan tugas
enyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daeraly

g manyuruh  berhenil danfatan melaracg seseorapg meninggatkan
~iangan atau teropal pada suat pemeriksaan sedanyg berlangsung dun

ks identitas orang, benda, den/ataa dokumen yang dibawas

B. - oraotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi

Zacrab;

10
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i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga} kali
jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan
Negara.
(3) Tindak pidana scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XV1I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23 .
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
tcknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap
orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia

;ia tanggal, 23 A 2013

UPATI BOM
————
H. TAFDIL
Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, %o April 2013
/. SEKRETARIS DAERAH ATEN BOMBANA,

H. RUSTAM SUPENDY
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2013 NOMOR 4
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(2) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan
memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.

(3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

N Ketentuan Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan Pasal 17 diubah,
sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi :

Pasal 17

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Bentuk, isi serta cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Bombana.

{4) Pemungutan Retribusi Terminal dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana.

(5) Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dilaksanakan oleh
Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Holtikuitura
Kabupaten Bombana.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3
eraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

gar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
bupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 23 Apil 2013

H. TA¥DIL

iundangkan di Rumbia
ada tanggal, 50 A?“( 2013

IBSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. RUSTAM SUPENDY
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